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pilkada serentak yang akan o,r.ftllllXlkan butan Desember 2015, diwarnai
dengan dinamika demokrasi dan dinamika politik yang baru. Dinamika itu adalah
.ahirnya calon tunggal di beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada. Hal ini
disatu sisi menunjukan bahwa dinamika demokrasi di tanah air semakin menunjukan
kemajuan dan masyarakat kita sudah semakin "melek" dan cerdas politik, tapi
Cisisi yang lain justru menimbulkan masalah baru yaitu apakah pilkada itu akjn
jiundur atau diterbitkan Perpu. Hal ini terjadi karena pembuat undang-undang tidak
memprediksikanakan lahirnya calon tunggal. Fakta ini menunjukkan bahwa pembuat
undang-undang belum mampu membuat undang-undang yang memenuhi aspek
lilosofis dan sosiologis sehingga undang-undang itu dapat diterima dengan baik
<ehadirannya ditengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan konflik dan 6erumur
panjang. Karena sudah jamak sekali terjadi di Indonesia peraturan perundang-
lndangan hanya seumur jagung. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian
:ni adalah apa solusi hukum dalam menghadapi calon tunggal dan bagaimana
iangkah hukum untuk mencegah lahirnya calon tunggal dalam pilkada. Penelitian
inl merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis
';uridis kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa solusi hukum yang dapat
dilakukan untuk menghadapi calon tunggal adalah dengan 1J. Menghadapkair caion
tunggal dengan bumbung kosong, 2J. Menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan
pemilu serentak tahun 20L7. 3). Menerbitkan Perpu. sedangkan langliah hukum
Vang dapat dilakukan untuk mencegah lahirnya calon tunggal adalah 1. Merevisi UU
pilkada, dengan cara menambah babatau pasal yang khusus mengatur mengenai
calon tunggal, 2. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarikat dan kader
parpol serta mempersiapkan proses pengkaderan yang matang di internal partai.

Kata Kunci: Calon Tunggal, Pilkada, Putusan, Mahkamah Konstitusi

concurrent tocal etections to be ofit,tl"iJrember 201s, characterized by the
dyna.mics of democracy and new political dynamics. Dynamics it is the birth of a iingle
candidate in several areas that will carry out the election. lt is on the one hand shiws



lill)llil rar l-ilrar'l I i:il!_'i i:ll il,ri.r ll

that the dynamics of democracy in the country increasingly show progress and our
society is increasingly "literacy" and political savvy, but on the other hand it raises
a new problem, namely whether the elections will be postponed or published decree.
This happens because the legislators did not expect the birth of a single candidate.
This fact shows that the lawmakers have not been able to moke laws that meet the
philosophical and sociological aspects of that legislation was well received presence

in the midst of society without conflict and live longer. Because it is common to

occur in lndonesia legislation only whole corn.lssues to be addressed in this study
is what legal remedies in the face of a single candidate and how the legal steps to

prevent the birth of a single candidate in the elections. This study is a normative
-legal 

research, using qualitative juridicol analysis. The result showed that the legal
solutions that can be done to deal with a single candidate is to 1). Exposes a single
candidate with an empty tube, 2). Delay the election until the election outright in

2017. 3). Published the decree. While the legal steps that can be taken to prevent the

birth of a single candidate is 1. Revise election laws, by adding specific chapter or
article concerning a single candidate, 2. Increasing political education for the public
and political party cadres and prepare the mature cadre in the party's internal.
Keywords: Single Candidate, Local Elections, Dispute, Constitutional Court

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Idealnya pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi ditempuh

melalui mekanisme sederhana, murah, namun tetap membuahkan hasil yang

berkualitas. Sederhana dalam arti bisa dimengerti dan mudah dilakukan.

Murah maksudnya penyelenggaraan pilkada tidak memakan biaya yang terlau

besar. Untuk mengakomodasi hal itu akhirnya pemerintah menerbitkan UU

No. B Tahun 2015, dimana di dalamnya diatur mengenai mekanisme pilkada

serentak. Hanya saja undang-undang itu belum lengkap sehingga ada hal baru

yang diluar prediksi terjadi ditengah-tengah proses penyelenggaraan pilkada.

Pada tanggal 9 Desembe r 201-5 akan ada pemilihan kepala daerah serentak

di 269 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Namun tidak

semua daerah provinsi, kabupaten dan kota yang akan melangsungkan pesta

demokrasi itu mempunyai calon iebih dari satu, ada beberapa daerah yang hanya

mempunyai satu calon atau calon tunggal sehingga ada kemungkinan perayaan

pesta demokrasinya ditunda karena UU No. B tahun 20L5 mensyaratkan bahwa

pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon.

Adanya calon tunggal di beberapa daerah, menunjukan bahwa masyarakat

kita sudah semakin cerdas politik, namun disisi yang lain juga menunjukan

semakin menurunya kualitas para pembuat undang-undang karena undang-

undang No. B tahun 2015 ini belum mengakomodasi mekanisme mengenai

calon tunggal. Sedangkan syarat sebuah peraturan perundang-undangan yang

baik, disamping harus memenuhi aspek yuridis, juga harus memenuhi aspek

\_[
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filosofis dan sosiologis yang tergambar jelas dalamketentuan menimbang.
Sehingga jika ketiga aspek itu dipenuhi diharapkan keberlakuan peraturan
perundang-undamgan itu ditengah masyarakat dapat diterima dengan baik
tanpa menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya dan peraturan perundang-
undangan itu dapat berumur panjang, karena sudah jamak sekali di Indonesia
peraturan perundang-undangan yang hanya seumur jagung, terutama peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang politik dan ekonomi.

Fenomena calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum [untuk
selanjutnya disebut KPUJ mengambil keputusan untuk memperpanjang masa

pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernu4 calon bupati dan wakil
bupati serta calon walikota dan wakil walikota.Perpanjangan tahap pertama
menyisakan tujuh daerah yang tetap mempunyai calon tunggal. Ketujuh daerah

tersebut meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar;
Kabupaten Pacitan, Kota Mataram, Kabupatan Timor Tengah Utara, dan Kota

Samarinda. Perpanjangan tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 9 sampai

11 Agustus 2015 masih menyisakan daerah yang mempunyai calon tunggal
yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, dan Kabupatan
Timor Tengah Utara.

Perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan karena kerangka hukum
pilkada mewajibakan pilkada diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan

calon. Menindak lanjuti hal ini, kemudian KPU menerbitkan Peraturan KPU No.

12 Tahun 201-5 bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan

masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan

calon yang mendaftaf, maka KPU setempat menetapkan keputusan penundaan
seluruh tahapan dan pilkada diselenggarakan pada pilkada serentaktahun20171.

Pilihan menunda pilkada diambil KPU dengan pertimbangan undang-undang
tidak membuka ruang untuk memperpanjang masa pendaftaran berkali-kali
tanpa batas. Kalau itu dilakukan maka masa pemungutan suara di daerah dengan

calon tunggal tersebut bisa dipastikan akan melampau hari pemungutan suara
yang sudah ditetapkan KPU untuk 269 daerah yang akan pilkada serentak
gelombang pertama, yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 20L5.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apa solusi hukum dalam menghadapi calon tunggal dan

bagaimana langkah hukum untuk mencegah lahirnya calon tunggal dalam
pilkada?

SesuaiketentuanPasa 201ayat(2)UUNo STahun20l5,mengaturenamgelombangplkadaserentak(yaituDesember20l5,Februari2017,
Juni 2018,2020,2A22, dan 2023), sebeum akhrnya diselenggarakan pilkada serentak nasional pada 2027
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C. Metode Penelitian
Penelitianhukuminimenggunakanpendekatannormatifdengantujuan

untuk mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun' memaparkan'

mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum

positif yang berkaitan dengan solusi hukum dalam menghadapi calon tunggal

dalampenyelenggaraanpilkadaserentakgDesember20l5danmenganalisis
langkah-langkahhukumyangdapatdilakukanuntukmencegahcalontunggal.
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, UU No, B Tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan walikota. Bahan hukum sekunder yang digunakan

berupaliteratu|,hasilpenelitianterdahuludanjuranlilmiah.Pendekatan
yangdigunakandalampenelitianiniadalahpendekatanperundang-undangan
dan pendekatan analisis. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan

masalah adalah yuridis kualitatif'

II. PEMBAHASAN
A, Pemilu Demokratis dalam Perspektif Pancasila

Menurut Hans kelsen2 demokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua,

yaitudemokrasilangsungdandemokrasitidaklangsung[perwakilan).Tipe
demokrasi yang ideal diwujudkan pada derajat yang berbeda melalui konstitusi

yang berbeda pula. Demokrasi langsung ditujukan oleh fakta bahwa pembuatan

undang-undang,danjugaeksekutifdanyudikatifyangutama,dijalankan
olehrakyatdalampertemuanakbarataupunrapatumum.Pengorganisasian
semacam ini hanya mungkin pada masyarakat kecil dan dibawah kondisi sosial

yangsederhana.DalamdemokrasilangsungsepertidijumpaibangsaJerman
dan Romawi Kuno, prinsip demokrasi sangat terbatas. Tidak semua warga

mempunyai hak untuk turut serta dalam pembahasan dan keputusan majelis

rakyat. Pada kondisi tertentu pemimpin dapat dipilih oleh majelis, maka setip

orang harus tunduk pada pimpinan. Karena dipimpin oleh majelis, maka paling

tidak dia menduduki jabatan dengan cara demokratis'

AgaksedikitberbedadenganpendapatHansKelsen,RobertDhal
mengatakan bahwa tidak ada demokrasi yang ideal, karena demokrasi yang

idealdidalmnyatetapsalaterdapathal-halyangdianggaptidakdemokratis.
Selengkapnya Robert Dhal mengatakan demokrasi yang ideal selalu menuntut

berbagaihalsehinggatidakadarezimaktualyangmampumemahamisecara
utuh;" ketika mencari demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang demokratis'"3

;-il* K.b.rrce*rrl rh eory of Law, AlihBahasa oleh Soemardi, reorl umu m Hukum dan Negara,Jakarta; BEE Media Indonesia' 2007' hlm 351

3 RobertA. Dhal, Dilema Demokrasi p/urails, Jakarta; Rajawali' 1982 hlm' 7'

K<inslitr.rsi. Vr:lunre 13. Nomor 1, l'rlaret 1016
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Artinya bahwa sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan, proses demokrasi
tidak akan pernah berhenti pada titik kesempurnaan. Berbagai hal baru yang
muncul diluar prediksi sebelumnya bisa saja muncul dalam dinamika demokrasi
sehingga dapatlah dikatakan tidak ada negara didunia ini yang sudah sempurna
menjalankan demokrasi.

Indonesia mempunyai konsep tersendiri mengenai demokrasi, yaitu
demokrasi Pancasila. Terkait dengan hal ini oleh Soekarnoa mengatakan dalam
sidang BPUPKI tanggal 5 fuli 1945 bahwa "jikalau kita betul-betul hendak
mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham gotong royong dan
keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran tiap-tiap faham individualisme
dan liberalisme dari padanya." Pandangan yang mendasar ini yang seharusnya
dipahami oleh banyak orang, karena jika tidak akan menimbulkan pemahaman
yang terpengaruh oleh faham asing yang belum tentu cocok jika diterapkan
untuk bangsa indonesia. Lebih lanjut dikemukakan oleh Soekarnos "kedaulatan
rakyat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut faham panitia
perancang undang-undang dasar; satu-satunya jaminan bahwa bangsa Indonesia
seluruhnya akan selamat di kemudian hari. fikalau faham kita inipun dipakai
oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi jaminan akan perdamaian dunia
yang kekal dan abadi".

Sri Soemantri6 mendefenisikan demokrasi Indonesia dalam arti formal
(indirect democracy), sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan
rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui
lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Demokrasi dalam
arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in
philosophy).

Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada
pada rakyat yang artinya rakyat berhak memerintah dan mengatur sendiri.
untuk itu rakyatlah yang berhak menentukan pembatasan-pembatasan, dan
tujuan yang hendak dicapaiT dengan cara menetapkan peraturan-peraturan
hukum. Kehidupan negara modern mengharuskan demokrasi dilaksanakan
dengan perwakilan (representative government under the rule of law), maka hak
rakyat untuk mengatur dilakukan melalui badan perwakilan yang menjalankan
fungsi membuat undang-undangB.

Namun untuk memenuhi tuntutan reformasi, makna dipilih secara
demokratis di Indonesia saat ini dimaknai dengan dipilih secara langsung.

' S*karrr."R*/.h EPUPI{ dan PPK:,Jakarta; Sekretaris Negara, .1993, 
hlm 207.. lbid.: Sri Soemanki, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Bandung; Alumni, 1971, hlm. 26.' 

Moh. Kusnardy dan Harmaily lbrahim, Pengantar Hukum Tata Negara lndonesia. Jakarta; Sinar Bakti, j9gg, hlm. 32g.: Bagrr l\,4anan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indoesia, Jakafta, lnd-Hill.co, 1992, hlm.41.
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walaupun dipilih secara langsung harus tetap ada batasan-batasan yang
harus dipatuhi, terkait dengan hal ini Azhary mengatakan kedaulatan rakyat
di Indonesia dibatasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kedaulatan
rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan serta peradaban,
kedaulatan rakyat sebagai dasar persatuan indonesia, dan kedaulatan rakyat
yang mekanismenya [pola pelaksanaannyal berupa kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebij aksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan yang bertujuan
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.e

Dikemukakan pula oleh Azhary dari rumusan kedaulatan rakyat tadi ada
dua aspek yang harus diperhatikan:

1. Dalam konsep Indonesia dengan cora musyawarah yang dijiwai
dengan penuh kebijakan. Dan musyawarah ialah cara berembuk
yang mengikutsertakan semua aliran dan golonganyang ada dengan
memperhatikan segala hal yang terkait (dinamika masyarakat).

2. Dengan memperhatikan segala perkembangan dalam masyarakat,
maka aspek kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan menjadi tujuan
utamanya, j adi bukan meng utamakan kep enting an indiv idu.10

Paham kedaulatan rakyat menumbuhkan negara demokrasi, sebagaimana
dikemukakan Bagir Manan,11 paham kerakyatan atau kedaulatan rakyat seperti
yang diutarakan diatas dapat terlaksana secara langsung seperti rapat desa atau
melalui perwakilan. Dalam negara berkedaulatan rakyat, menurut Moh. Hatta,12

"kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur
pemerintahan negeri ada pada rakyatyang berdaulat, berkuasa untuk
menentukan cara bagaiman ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat
yang dapat menjadi peraturon pemerintah bagi orang semuanya
ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu
perundingan yong teratur bentuknya dan jalannya".

Demokrasi di Indonesia berdasarkan ideologi pancasila, oleh karena itu
kebebasan berserikat dan berkumpul, mengekspresikan gagasan dan keinginan
harus disertai dengan kesadaran tanggng jawab kepada tuhan, dengan
memperhatikan harkat dan martabat sesama manusia seperti dirinya sendiri.
Dalam bahasa jawa tepo seliro dalam bahasa Indonesia tenggang rasa.13

Senada juga dengan hal ini Azhary mengatakan kehidupan yang berkeadilan
sosial, ialah kehidupan berkelompok yang mengutamakan kesejahteraan umum
atau kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang seorang, dan kehidupan
yang berperikemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, berkeadilan

'gAzhary, NegaraHukunlndonesiaAnalisisYuridisNornatifTentanglJnsur-unsurnya,Jakafla:Universitaslndonesia, 1g95,h|m. 129
10 lbid.
11 Bagir Manan, Perjalan Historis Pasal 18 UIJD 1945, Karawang, Uniska, 1 993, hlm. 48.
1'? lbid,hlm. 47.
13 A. Gunawan Seliardia, Hak-hak Asasl Manusla Berdasarkan ldeologi Pancasila, Yogyakarta; Kanisius, 1993, hlm. 119.

",lurnal Konstitusi. VoIrmr: Ncmcr 1, Maret 2016
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serta beradap. Berdasar pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa
kebebasan yang dianut UUD !945 adalah kebebasan yang sesuai dengan ctta
negara pancasila.la

Model pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung, masing-masing
mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri. Sepanjang masa orde baru
kita telah mempraktekkan demokrasi tidak langsung, namun tetap saja tujuan
bernegara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 belum
terwujud secara nyata. Tuntutan reformasi menghendaki rakyat dilibatkan
secara langsung dalam memilih pemimpinya dan hal ini baru terlaksana sejak
bulan Juni tahun 2005 yang lalu, walaupun kita juga belum melihat perubahan
secara signifikan pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tapi minimal
rakyat secara keseluruhan dapat menikmati pesta demokrasi dan memilih
pemimpin mereka secara langsung, dan pesta itu bukan hanya dinikmati oleh
sebagain kecil orang yang duduk di parlemen.

B, solusi Hukum Menghadapi calon Tunggal pilkada serentak rahun 201s
l. Faktor Penyebab Lahirnya Calon Tunggal

Jazim Hamidil5 mengatakan makna filosofis yang dapat dipelajari dari pilkada
langsung adalah berkaitan dengan hadirnya individu yang memiliki hakekat
sebagai kekuatan yang benar-benar otonom. Baik dalam konteks menggunakan
hak pilihnya termasuk juga untuk mengambil pilihan dengan tidak menggunakan
hak politiknya. Artinya keterkaitannya sebenarnya terletak pada kedaulatan
yang berada sepenuhnya ditangan rakyat. Sehingga kehadiran masyarakat
benar-benar menjadi stakeholder utama dari proses politik dalam pilkada.

Individu yang benar-benar memiliki kekuatan otonom dalam masyarakat,
biasanya akan sangat dicintai masyarakatnya, sehingga mereka tidak mau
memilih pemimpin yang lain. Karakter yang melekat seperti ini dapat kita temui
pada diri Tri Rismaharini Walikota Surabaya, yang benar-benar bekerja untuk
rakyatnya. Kecintaan rakyat kepadanya membuat gentar calon pesaing sehingga
tidak ada yang berani untuk maju dalam pilkada serentak tahun 2015, Walaupun
akhirnya setelah perpanjangan masa pendaftaran tahap kedua akhirnya ada
calon pesaing yang muncul. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan akan
sulit mengalahkan petahana yang mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi
seperti Tri Rismaharini.

selain itu, calon tunggal ini lahir karena mahalnya mahar dari partai
pengusung. Maka secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, calon

M,hdonesiaAnalisisYuidisNormatifTentanglJnsur.unsurnya,JakaiaUniversitas|ndoneSia,1995,hlm'90': Jazim Hamidi, Rethingking Penyelenggaraan Pilkada Yang Demokritis dan Parlisipatif, dalan Konstitusionatisme Demakrasi (sebuah diskursus
tentang pemilu, otonomi daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk "sang Penggembala" prof. A. Mukhtie Fadjar), IValang; ln Trans
Publishino, 2A10, hlm. 217.



.a:: pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik
:lengurungkan niat untuk jadi calon, Karena untuk menjadi calon saja mereka
sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk
kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara
mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/
Kota, KPU Provinsi, KPU pusat bahkan sampai di tingkat MK jika terjadi sengketa.

Calon tunggal ini dapat juga lahir karena mesin partai yang berfungsi
untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik.
Karena partai selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya,
termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untuk menjadi
pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapakn kader terbaiknya untuk
menjadi pemimpin di kancah nasional.

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah
kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan dari jalur
parpol yang naik menadi 30o/o dan syarat dukungan pencalonan perseorangan
yang dinaikkan lebih dari 650/o. Hal ini mungkin perlu ditinjau ulang karena
masyarakat kita adalah masyarakat yang baru belajar berdemokrasi, sehingga
belum siap untuk memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang, sehingga
hal ini membuat parpol dan calon perseorangan sulit untuk maju sebagai calon
dalam pilkada.

2. Solusi Hukum Menghadapi Calon Tunggal
Berdasarkan hal tersebut, maka solusi hukum yang dapat ditawarkan

untuk menghadapai calon tunggal adalah 1). Calon tunggal dilawankan dengan
bumbung kosong, 2). Menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan pilkada
serentak tahun 201,7,3). Menerbitkan Perpu, Untuk lebih jelasnya akan
diuraikan berikut ini:
a. Belaiar dari Praktek Ketatanegaraan Pemerintahan Asli

Indonesia sudah memiliki praktek ketatanegaraan sendiri jauh sebelum
penjajah Belanda menguasai tanah air. Praktek ketatanegaraan itu dapat
dilihat dari banyaknya kerajaan besar dan kecil yang pernah berjaya di
Nusantar. Van Vollenhoven mengatakan dalam kalimat awal bukunya yang
berjudul Staatsrect Overzee:

"Bahwa pada tahun 1596 ketika kapal berbendera Belanda yang
pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia, wilayah ini
secare hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang "Iiar" dan
"kosong". Di sana terdapat setumpuk lembaga-lembaga pengaturan
dqn kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap
suku-suku, desa- desa, p ersatuon-persatuan desa, republik-republik,

".iurnaN K*nstiius! i3. Nonror 1. l,iaret 2015
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dan kerajaan-kerajoan. Bahkan van vollenhoven menegoskan,
"ketatanegaraan" tersebut tetap bersifat pribumi (inieemsch
gebleven) meski pengaruh Hindu dan Islam pada kehidupan rakyat
tetap berlangsung".ta

Dari hal itu jelas membuktikan bahwa di nusantara sudah lama
berjalan prkatek ketatanegaraan dan demokrasi walaupun masih dalam
bentuk yang sangat sederhana. Demikian juga dengan praktek pemilihan
pemimpin sudah lama dipraktekkan cara-cara yang demokratis. Terkait
dengan hal ini IsroklT mengatakan sesungguhnya pemilihan langsung
merupakan kebudayaan asli masyarakat Indonesia yang bercirikan gotong
royong dan musyawarah mufakat. Hak suara umum sudah ada di Indonesia
sejak dahulu dalam demokrasi desa.

Jika kita mencermati dan belajar dari prkatek ketatanegaraan asli
bangsa Indonesia, dalam hal pemilihan kepaia desa, jika terdapat calon
kepala desa tunggal, maka calon kepala desa tersebut akan dilawankan
dengan bumbung kosong, Dengan melawan bumbung kosong elektabilitas
dan legitirnasi calon tunggal dapat diuji, untuk membuktikan; 1J. apakah
benar pilihan parpol sejalan dengan pilihan masyarakat, 2J. apakah
calon tunggal terjadi secara alamiah karena kehendak demokratis partai
politik ataukah karena desain dan rekayasa politik untuk menjegal calon
berkualitas hanya karena parpol tidak siap berkompetisi secara adil. Hal itu
dapat diketahui dari hasil kontes calon tunggal dengan bumbung kosong.

walaupun dihadapkan dengan bumbung kosong, calon tunggal tetap
harus melalui semua tahapan dalam pilkada, sehingga calon tunggal akan
tetap bekerja meyakinkan pemilih bahwa dia adalah pilihan yang tepat
bagi pemilih. Dengan begitu, calon tunggal akan tetap berkampanye dan
menyampaikan visi misinya m eskipun lawannya bumbung kosong.Meskipun
melawan bumbung kosong, tidak ada jaminan bahwa calon kepala daerah
yang melawan bumbung kosong pasti akan memang. Di tahun 2013 misalnya
saja, bumbung kosong menang dalam pilkades yang diulang untuk ketiga
kalinya di Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, yogyakarta. Dalam pemilihan
ketua RT di kecamatan Keramasan Kota palembang pada tahun 2012, juga
pernah terjadi praktek calon tunggal ketua RT yang melawan bumbung
kosong. walaupun calon ketua RT tersebut merawan bumbung kosong,
tapi semua tahapan yang harus dilalui dalam pemilihan ketua RT tersebut

16 A Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presdien Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis
lvl€nlenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita t - ietita tv Disertasi, Jakarla, Universitas Indonesia,
1990, hlm. 92.

11 lsrok' WewenangDPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung, Disertasi, l\4alano; FH U8,2005, hlm. 114.
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tetap harus dilalui, sehingga proses demokrasi benar-benar berjalan dan

hal ini juga sekaligus secara tidak langsung menjadi pendidikan politik

bagi masYarakat setempat.

Belum diaturnya mekanisme calon tunggal yang melawan bumbung

kosong, dapat saja belajar dari praktek pilkades. Namun harus dibuatkan

dasar hukum yang bisa menjamin penerapannya dalam pilkada, dasar

hukum tersbut juga harus dalam bentuk undang-undang. Mekanismenya

dibuatsamadenganpilkades.Kalaubumbungkosongmenangmakacalon
tunggal dinyatakan tidak berhak untuk mengikuti pemilihan selanjutnya'

Tahapan pendaftaran calon dibuka kembali, dan memberi ruang kepada

pihak Iain untuk mendaftar. Dengan demikian, akan muncul calon-calon baru

sehingga mekanisme pilkada dapat berjalan normal seperti diamanatkan

dalam undang-undang.

Namun,melakukanrevisiundang-undangditengahpuncakpesta
yang tinggal menghitung hari, agar semua daerah yang dijadwalkan

menyelenggarakan pilkada serentak di 2015 ini tetap bisa berlangsung

sesuai rencana akan sulit untuk dilakukan, karena akan membutuhkan

waktu yang panjang dan menghabiskan uang yang tidak sedikit. oleh karena

itu alternative calon tunggal melawan bumbung kosong juga memerlukan

kalkulasi yang sangat matang jika ingin ditempuh, kecuali jika mekanisme

dan payung hukumnya sudah diatur. Di sejumlah negara yang telah lama

mempraktikkan pemilihan umum, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris,

India, Malaysia, dan Filipina, masalah calon tunggal bukan hal baru. Mereka

sudah memiliki mekanisme tersendiri yang dilegatimasi dalam undnag-

undang untuk mengatasi calon tunggal. Dalam praktek kenegaraan di

Amerika, calon tersebut langsung disahkan sebagai pemenang atau dikenal

dengan istilah uncontested election. sedangkan pada praktek ketatanegaraan

di Kanada, calon tunggal langsung aklamasi menjadi kandidat terpilih.

PemikiranyangsamajugadigagasHamdanZoelva.Hamdan
menganggap kalau sudah diperpanjang dua kali pendaftar tetap hanya satu,

maka langsung sahkan saja sebagai calon terpilih. Hamdan mengibaratkan

pertandingan olahraga, kalau lawan tidak datang pada waktunya harus

dinyatakan WO (walkour). Pihakyang sudah siap tanding ditetapkan sebagai

pemenang. Dan, sebagai dasar hukumnya, harus dibuatkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang fPerppu)'

b.MenundasampaidenganPilkadaSerentakTahun20lT
Menunda pelaksanaan pilkada bagi daerah yang hanya mempunyai

calon tunggal sampai dengan pilkada serentak tahun 2017 bukanlah pilihan

Jurna[ Konstitusi. Vollme.l3, Nornor 1, lularet 20116
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yang terbaik, Pilihan tersebut sangat tidak adil bagi pemilih maupun
bagi calon yang sudah siap mendaftar. Pemilih kehilangan haknya untuk
mengkoreksi kepemimpinan lokal dalam siklus lima tahunan pilkada.

Sementara bagi calon tunggal yang sudah mendaftar dengan mengikuti
seluruh prosedur yang ada sudah pasti terciderai hak-haknya, dan ini akan

sangat merugikan bagi calon tunggal. Karena jika ditunda hingga 20\7
calon tunggal harus melakukan semuanya dari awal lagi. Dan akan ada

perbedaan pengaruh bagi masyarakat pemilih jika pelaksanaan pilkada
ditunda.

Dari sisi yang lain, penundaan pilkada bagi daerah yang hanya
mempunyai calon tunggal hingga 201.7, memberikan peluang dan
kesempatan bagi tokoh-tokoh daerah untuk mempersiapkan diri bersaing
dalam pilkada, sehingga dinamika demokrasi yang akan terjadi akan lebih
berwarna.

Manfaat lain yang akan didapatkan dengan menunda pelaksanaan
pilkada serentak bagi daerah yang mempunyai calon tunggal ialah,
pemerintah akan mempunyai waktu yang cukup untuk merevisi undang-
undang No. B Tahun 2015 tanpa harus menerbitkan perpu, partai politik
akan lebih siap dalam memajukan calonnya dan penyelenggara pemilu

[KPU) akan lebih matang dalam menjalankan perannya. Jika metode
penundaan yang dipilih, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah

mempersiapkan pengangkatan pelaksana tugas, yang memiliki kompetensi,
rekoq, dan pengalaman pemerintahan yang mumpuni.

c, Terbitkan Perpu
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang lazim

disebut dengan perpu, hanya bisa diterbitkan dalam situasi yang genting.
Misalnya menyangkut keamanan negara dan berkaitan dengan keselamatan

nyawa orang banyak, Yang jika tidak diterbitkan perpu akan terjadi cheos

yang mengancam keutuhan NKRI.

Dalam kasus calon tunggal yang lahir dalam penyelenggaraan pilkada
serentak yang akan dilakukan pada bulan Desember 2015, menerbitkan
perpu bukanlah hal yang patut. Karena dalam Peraturan KPU No, 12

Tahun 2015 bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan

masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan cahrn atau tidak ada
pasangan calon yang mendaftal, maka KPU setempat menetapkan keputusan
penundaan seluruh tahapan dan pilkada diselenggarakan pada pilkada
serentak tahun 2017. Artinya mekanisme yang harus dilalui sudah jelas

dan ada payung hukumnya.
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Karena jika peemrintah tetap memaksa menerbitkan Perpu,
dikhawatirkan perpu tersebut akan sarat dengan muatan politik dan hanya

menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. sudah bisa terbaca bahwa

untuk menjadi pemenang dalam pilkada tanpa harus direpotkan dengan

kampanye yang memakan waktu dan menguras tenaga akan lebih praktis
jika hanya ada calon tunggal. Semua akan bersiasat mencari jalan agar

cukup menjadi calon tunggal. Caranya ialah dengan membagi uang kepada

partai politik agar mereka tidak mengusung calon. Dalam konteks ini, yang

paling diuntungkan adalah partai politik, karena dengan mencalonkan

sudah pasti partai politik dapat uang karena ada sejumlah mahar yang

harus dibayaq, tidak mencalonkan juga partai politik dapat uang karena

ada biaya juga yang harus dibayarkan jika partai politk tidak mencalonkan.

Dalam situasi yang seperti ini, menerbitkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang [PERPU) hanya akan melegalisasi adanya calon

tunggal. Dan kalau ini dipaksakan terjadi akan menjadi preseden buruk
dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Karena politisi dan pencari
kekuasaanakan berlomba untuk menciptakan kondisi agar lahir calon

tunggal. Karena ongkos yang dikeluarkan kepada partai politik sebagai

mahar guna tidak mencalonkan seseorang jauh lebih rendah dibandingkan

dengan berkompetisi. Sebab, kompetisi berarti kampanye dan kampanye

berarti uang tak terhingga, Menjadi calon tunggal adalah mekanisme jadi

pemimpin tanpa harus kampanye. Sehingga dalam hal ini menerbtikan
Perpu bukanlah hal yang tepat.

3. Langkah Hukum untuk Mencegah Lahirnya Calon Tunggal pada Pilkada
Serentak Tahun 2017
a. Revisi UU Pilkada

Hamid S. Attamimil8yang mengutip pendapat Lon L, Fuller,
mengemukakan, bahwa hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat.

Ia berpendapat, bahwa tqgas pembentuk peraturan perundang-undangan

akan berhasil, apabila ia sampai kepada tingkat di mana keseluruhan
Persyaratan bisa terpenuhi. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan menurut pandangan Lon, L, Fullet, sebagaimana diungkap oleh

A. Hamid S. Attamimi, adalah:

L. "... a failure to achieve rules at all, so that every issue must
de decided on an ad hoc basic (peraturan harus berlaku
juga bagi penguasa, harus ada kecocokan atau konsistensi

i8 Lon L. Fuller,The l\,4orality of Law New Haven and London: Yale University Pres, 1963, hlm. 39. Lihat juga A. Hamid, S. Attamimi, Op.Clt,, hlm.

303, se(a Kusnu Goesniadhie S, Harmonlsasl Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, JP .Books, Surabaya, 2006, hlm.88-89. Lihat
juga dalam, Taufiqunohman Syahuri, Hukum Konsilfusl (Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945 di lndonesia 1945-2002),Jakar1a; Ghalla
lndonesia, 2004, hln. 21-22.
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antara p eraturan y ang diund ang kan deng an p elaks anaannya ;
dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum, artinya
suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan
dan tidak boleh sekadar mengandung keputusan-keputusan
yang bersifat sementara atau ad hoc);

2. a failure to publicize, or at least to make available to the affected
part!, the rules he is expected to observe (aturan-aturan yong
telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi
objek peng aturan aturan- aturan tersebut) ;

3. the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself
guide action, but undercuts the integrity of rules prospective
in effect, since it puts them under the threat of retrospective
change (tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku
surut atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak
integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu
yang akan datang);

4. a failure to make rules understandable (dirumuskan secaro
jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti);

5. the enactment of contradictory rules (tidak boleh mengandung
aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain);

6. rules that require conduct beyond the powers of the affected
party (tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang
melebihi apa yang dapat dilakukan);

7. introductions such frequent changes in the rules that the
subject cannot orient his action by them (tidak boleh terus-
menerus diubah, artinya tidak boleh ada kebiasaan untuk sering
mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorong
kehilangan orientasi); dan

B. afailure of congruence between the rules as ennounced and their
actual administrotion (harus ada kecocokan atau konsistensi
antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan
sehari-hari)".

Apabila kita berpedoman kepada pendapat Lon Fuller yang mengatakan
bahwa "tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil,
apabila ia sampai kepada tingkat di mana keseluruhan persyaratan bisa
terpenuhi" dengan baik, maka dapatlah kita menyimpulkan bahwa UU No.

B Tahun 2015 belumlah termasuk kategori peraturan perundang-undangan
yang baik. UU No. B Tahun 2015 yang tidak memprediksi akan adnya calon
tunggal dalam pendaftaran pilkada serentak Tahun 2015, tidak memenuhi
angka 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh terus-menerus diubah,
artinya tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan
sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi,

K o rr strtu si.
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Artinya bahwa cakupan materi sebuah undang-undang harus sangat

luas, cakupan materinya harus bisa memprediksikan hal yang diatur
di dalamnya masih bisa menjangkau dan mengikuti perkembangan

masyarakat sampai puluhan tahun ke depan. Sehingga bisa memberikan
kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat secara umum terutama
pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan peraturan perundang-

undangan itu. Untuk itu para pembuat peraturan perundang-undangan

harus mempunyai kemampuan yang baik dan pengetahuan yang luas

dalam bidangnya sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat

berumur panjang dan tidak harus dirubah dalam hitungan bulan sejak

keberlakuannya [seumur jagung).

Hal yang seperti ini lumrah sekali terjadi di Indonesia, terutama
peraturan perundang-undangan yang "basah'l yang menyangkut bidang

ekonomi dan politik. Hal-hal yang seperti ini dapat menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan jika hal-hal yang seperti

ini terus-terusan terjadi dapat membuat masyarakat tidak percaya kepada

hukum dan rentan terjadi anarki.

Mengenai fenomena calon tunggal, seharusnyapara pembuat peraturan

perundang-undangan dapat belajar dari masa lalu. Pada zaman berlakunya

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008 juga pernah terjadi
pemilukada yang hanya terdapat satu pasangan calon, Saat itu terjadi
di Gorontalole. Dan mekanisme yang ditempuh untuk mengatasi calon

tunggal ketika itu juga dengan metode perpanjangan masa pendafataran

sama seperti musim pilkada serentak tahun 2015. Seharusnya jika para

pembuat peraturan perundang-undangan dapat berpikir kritis dan

cerdas, kenyataan calon tunggal pernah terjadi. Seharusnya hal itu sudah

diakomodasi keberadaan dan pengaturannya dalam UU No. B Tahun 2015

tentang Pemilihan Gubernul Bupati dan Waiikota, meskipun UU tersebut
sudah mensyaratkan bahwa proses pilkada dapat berjalan jika minimal
diikuti oleh dua pasang calon.

Hal ini juga perlu diantisipasi, karena masyarakat Indonesia sudah

semakin cerdas dalam menentukan hak pilihnya. Mereka sudah tahu
dengan baik mana pemimpin yang benar-benar peduli dengan kehidupan

mereka dan mana pemimpin yang hanya mencari populertitas dan mengejar
jabatan serta kekayaan untuk kepentinga pribadi dan kroni-kroninya.
Sehubungan dengan hal ini, Bagir Manan mengatakan bahwa undang-

undang adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang paling luas

Didik Supriyanto, Dalarn Demokrasi Lokal; Evaluasi Pentlukada Dr lndonesia, Jakarta; Konpress, 2012, hln.219
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cakupan materinya. sehingga seharusnya dalam undang-undang No. B

Tahun 2015 juga mengatur mengenai keberadaan calon tunggal dalam
bab tersendiri. lebih iengkapnya Bagir Manan mengatakan:20

" Undang -undang merup akan b entuk p eraturan p erundang -undang an
yang paling luas jangkauan materi muatannya.Dapatlah dikataian,
tidak ada lapangan kehidupan dan kegiatan ketatanegaraan,
pemerintahan, masyarakat dan individu yang tidak dapat menjadi
jangkauan untuk diatur oleh undang-undang, Bidang yang tidak
diatur oleh undang-undang hanyalah hal-hat yang sudah diatur
oleh UUD atau TAP MPR, atau sesuatu yang oleh undang-undang
itu sendiri telah didelegasikan pada bentuk peraturan perundang-
undangan lain."

sehingga dalam hal ini pembuat uu seharusnya harus bisa menyelami
dengan baik unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis dari uu
yang akan diterbitkan, Selain harus memenuhi ketiga unsur tersebut
yang harus tergambar dengan jeias daiam ketentuan menimbang, sebuah
peraturan peraturan perundang-undagan juga harus memenuhi asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau suatu
rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik.

Bertalian dengan materi muatan undang-undang, Bagir Manan2l lebih
lanjut mengemukakan tentang tolak ukur materi muatan undang-undang
sebagai berikut:
a. "Ditetapkan dalam UUD

b. Ditetapkan dalam undang-undnag terdahulu.
c. Ditetapkan dalam rangka mencabut, manambah atau mengganti

undang-undang yang lama,

d. Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi.
e. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyakJ,

Lebih lanjut diatur dalam uu No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan
yang baik harus memenuhi asas yang bersifat formal seperti diatur pasal
5 UU No. 12 Tahun 2011 meliputi: kejelasan tujuan22, kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat23, kesesuaian antara jenis, hierarki dan

: Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Eeberapa Masalah Hukun Tata Negara /ndoensla, Bandung, Alurnni, 1997, hln.147-14g.
' Bagir l\4anan dan Kuntana l{ngnat, Beberapa.., lbid., hln. 141-148.: Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.I Bahwa setiap ienis peraturan perundang-undagan harus dibuat oleh lernbaga t',tegara itau pelaoit pemoentut< peraturan perundang-undnagan

yang beMenangPeraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatakan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh iembaga Niugur. riil
pejabat yang tidak berwenang.
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materi muatan24, dapat dilaksanakan2s, kedayagunaan dan kehasilgunaan26,

kejelasan rumusan2T, keterbukaanz8.

Serta materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan asas: a) pengayoman2e, b) kemanusiaan3O, c) kebangsaan3l, dJ

kekeluargaan32, e) kenusantaraan33, f) bhinneka tunggal ika3a, g) keadilan3s,

h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan36, Ketertiban dan

kepastian hukum37, Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.38

Sehingga dalam merevisi UU No. B Tahun 2015 nanti, diharapkan para
pembuat undang-undang benar-benar memperhatikan pendapat Fuller
sebagaimana yang dikutip oleh Hamid S. Attamimi tersebut, serta benar-
benar mempedomani pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b, Pentingnya Peningkatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan
Kader Parpol

Pilkada langsung merupakan sarana penting dalam rangka menjaring
calon pemimpin ditingkat lokal untuk dipersiapkan bersaing di
tingkat nasional. Tauchid Noor3e mengatakan disadari atau tidak, stock
kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk indonesia
yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpinan nasional yang kita miliki

'a Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benra memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis

dan hierarkhi peraturan perundang-undangan
25 Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat,

baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
26 Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibuiuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
27 Bahwa setaip peraturan perundang-undangan harus memenuhj persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undnagan, sistematika,

pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

28 Bahwa dalam pemebntukan peraturan perundang-undnagan muai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundnagan bersifat transparan dan terbuka.Dengan demrkian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnaya
untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undnagan.

'?e Bahwa setiap maleri muatan peraturan perundang-undangan harus bedungsi memberikan pelindungan untuk menctptakan ketentraman masyarakat.
30 Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan peindungan dan penghormatan hak asasi manusia sefta

harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
31 Bahwa setiap materi muatan peraluran perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa lndonesia yang majemuk dengan

tetap menajga prinslp NKRI
3' Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapal mufakat dalam setap pengambilan

keputusan
33 Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi

muatan peraturan perundang-undnagan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945.

3a Bahwa setiap materi muatanperaluran perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi
khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara

35 Eahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan seacra proporsional bagi setiap warga Negara.
36 Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,

antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status social.
37 Bahwa setiap maieri muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian

hukum.
38 Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, anatar kepentingan

individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara
3'g Lihat juga M. Tauchid Noor, ,Anarsls Paftisipasi Publik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Malang, Pascasarajaa llmu Hukum

Widyagama Malang, 2005, hlm. 29-31.
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hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik
besar yang memenangi pemilu 2004 dan 2009. Karena itu, harapan akan
lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Karena menyadari adanya keterbatasan pemimpin yang benar-benar
negarawan, maka Konstitusi mengatur bahwa pendidikan ftermasuk di
dalamnya pendidikan politik) bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pendidkan memegang peran penting dalam membentuk karakter
bangsa, nilai, konsep dan budaya yang akan diwariskan kepada generasi
penerus. Pendidkkan berpotensi mengembangkan kemampuan, membentuk
watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta membanguan masyarakat yang demokratis dan bertanggung
jawab. Tentu saja termasuk di dalamnya pendidikan politik.

UU Partai Politik jelas menyebut salah satu fungsi utama parpol adalah
melakukan kaderlsasi dan rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai
penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi dan rekrutmen
politik. Partai politik harus memberikan pendidikan politik yang maksimal
kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam konflik. Partai politik harus
melakukan penjaringan calon pasangan kepala daerah dengan obyektif
dan kapabel sehingga akan menarik minat masyarakat untuk memilih.

Selain memberikan pendidikan politik kepada masayarakat, partai
politik juga harus melakukan pendidikan politik kepada kader-kadernya
dalam arti memperstapkan kader yang terbaik untuk maju dalam pesta
demokarasi baik dalam bentuk pencalonan kepala dearah, pencalonan
sebagai DPRD untuk tingkat daerah maupun pencalonan untuk tingkat
nasional.

Putusan MK Nomor 33/PUU-KII/2015 yang mengharuskan anggota
DPR, DPD dan DPRD untuk mengundurkan diri jika ingin menjadi calon
kepala daerah seperti diatur daiam Pasal 7 huruf s secara tidak langsung
juga merupakan usaha yang dilakukan MK untuk mencegah jangan sampai
ada calon tunggal dalam pilkada serentak Tahun 2017 dan pada pilkada-
pilkada yang akan datang. Dengan adanya perubahan pada pasal ini parpol
dapat terus berbenah dan mempersiapkan sistem yang matang untuk
menyiapkan calon pemimpin di daerah.

Sistemao secara etimologi dalam kamus bahsa indonesia adalah
perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas. Menurut Prajudial sistem merupakan suatu jaringan dari

Kamus Bahasa lndonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1627
Prajudi Admosudirjo, Dasar-dasar offJce management, cetakan 4, Jakart; Grafika, 2005, hlm. j11.
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pada prosedur-prosedur yang berhubungn satu sama lain menurut skema

atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari
suatu usaha atau urusan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sistem

dapat disebut mekanisme suatu organ dalam melakukan aktivitas dimana

setiap unsur berperan menjalankan fungsi masing-masing secara teratur.

Terkait dengan pendidikan politik ditingkatan internal partai politik
dalam arti mempersiapkan calon pemimpin yang akan dimajukan dalam
pencalonan baik itu pada tingkat lokal maupun nasional, tentu saja

partai politik harus mempersiapkan sistem yang benar-benar baik dan

menggerakan seluruh mesin partai. Agar terjaring calon yang benar-
benar capable, mampu bersaing dan dapat diterima dengan baik oleh

masyarakat yang tujuan ahirnya adalah memenangkan hati rakyat dan

meraih kepemimpinan yang legitimate.

III. PENUTUP
Ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh dalam rangka menyiasati fenomena

calon tunggal. Pertama adalah menghadapkan calon tunggal dengan bumbung
kosong sebagaimana praktek yang lazim terjadi dalam pemerintahan tingkat desa,

dengan membuatkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang dalam babnya

khusus mengatur mekanisme calon tunggal. Kedua, dengan menunda pelaksanaan

pilkada sampai denga pilkada serentak tahun 2077.Dan ketiga dengan menerbitkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dari ketiga opsi yang ada, penundaan penyelenggaraan pilkada sampai dengan

pilkada serentak tahun 201,7 adalah opsi yang paling rasional, karena sudah ada

payung hukumnya, yaitu Peraturan KPU No, 12 Tahun 2015 bahwa dalam hal

sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu

pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftaq, maka KPU setempat

menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pilkada diselenggarakan
pada pilkada serentak tahun 201.7. Sedangkan untuk opsi pertama dan kedua

dalam penyelenggaraannya membutuhkan payung hukum baru dan untuk membuat
payung hukum baru membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta biaya yang

tidak sedikit. Opsi pertama dan ketiga sangat rentan dengan pencederaan terhadap

nilai-nilai demokrasi.
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